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ABSTRAK :

Bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada para nelayan,
pengolah dan pengusaha pemasaran ikan dari persaingan usaha yang tidak
sehat, adanya kepastian usaha, pasar dan harga ikan yang layak dalam menijual
hasil tangkapan dan pengolahan hasil perikanan, hingga dapat meningkatkan
pendapatan dan kesejahteraan nelayan, pengolah dan pedagang ikan,
serta untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah diperlukan pengaturan
dalam pelayanan tempat pelelangan ikan. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal
130 dan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah dapat memungut Retribusi
Tempat Pelelangan lkan;

Dasar hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah  Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 3502); Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4433); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
beberapakali diubah terakhir dengan  Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5043); Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan  Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



STATUS

CATATAN :

5049);Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059 );
Peraturan  Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan
Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4230); Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);Peraturan Pemerintah Nomor 79
Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4593); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi
dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737); Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian
dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 Tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah
Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1); Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukabumi Tahun 2008 Nomor 32 ) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat
Daerah  Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukabumi Tahun 2010 Nomor 1).
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan , dengan sistematika sebagai
berikut:
I. Ketentuan Umum
Il. Pelelangan lkan
lll. 1zin Penyelenggaraan Pelelangan lkan
IV. Penyelenggaraan Pelelangan lkan

V. Retribusi
VI. Pembinaan dan Pengawasan
VIl. Penyidikan

VIIl. Ketentuan Pidana
IX. Ketentuan Penutup
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu pada tanggal



